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BUPATI WAKATOBI, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Analisis Jabatan dan 
Analisis Behan Kerja di Lingkungan Dinas 
Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Wakatobi telah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang 
Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Wakatobi; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja, maka Peraturan Bupati Nomor 16 
Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis 
Behan Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Wakatobi perlu 
diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Analisis 
Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Wakatobi; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Rebuplik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4339); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2020 
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN WAKATOBI 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 2..s; TAHUN 2022 

BUPATI WAKATOBI 
PROVINSISULAWESITENGGARA 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pedoman Analisis Behan Kerja di 
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Analisis Jabatan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 483); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1273); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang mermmpm pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

1. Ketentuan Pasal 1 setelah poin 3 ditambah poin 3A, 
setelah poin 8 ditambah poin SA, SB, SC dan 80 dan 
setelah poin 10 ditambah poin 1 lA sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi 
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan 
Analisis Behan Kerja pada Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2020 Nomor 16), diubah sebagai berikut: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2020 
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN 
KERJA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN WAKATOBI. 

MEMUTUSKAN: 

tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis 
Behan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 26); 

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 
Nomor 5); 

13. Peraturan Bupati Wakatohi Nomor 16 Tahun 2020 
tentang Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja 
pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah 
Kabupaten Wakatohi Tahun 2020 Nomor 16); 
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3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 

3A. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Waka to bi. 

4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 
PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, 
Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan. 

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia adalah Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kabupaten Wakatobi. 

6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana adalah Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Wakatobi. 

7. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi. 

8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya 
disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai 
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah. 

8A. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

8B. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat PNS adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 

BC. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga 
negara Indonesi yang memenuhi syarat 
tertentu, yang diangkat berdasarkan 
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 
dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan. 
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BD. Jabatan adalah kedudukan yang rnenunjukan 
tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak 
seseorang pegawai ASN dalarn suatu satuan 
orgarusas1. 

9. Analisis Jabatan adalah proses, rnetode dan 
teknik untuk rnernperoleh data jabatan yang 
diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan 
untuk kepentingan program kepegawaian serta 
rnernberikan urnpan balik bagi organisasi, 
tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas. 

10. Inforrnasi Jabatan adalah hasil analisis 
jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta 
jabatan. 

1 OA. Peta jabatan adalah susunan nama dan 
tingkat jabatan pirnpinan tinnggi, jabatan 
adrninistrasi dan jabatan fungsional yang 
tergarnbar dalam struktur unit organisasi dari 
tingkat yang paling rendah sarnpai dengan 
yang paling tinggi. 

11. Analisis Behan Kerja adalah suatu teknik yang 
dilakukan secara sistematis untuk 
rnenetapkan jumlah pegawai yang d.ibutuhkan 
dan waktu yang digunakan dalarn 
menyelesaikan suatu pekerjaan demi 
mencapai tujuan organisasi PD secara efektif 
dan efesien. 

12. Jabatan Pirnpinan Tinggi adalah sekelornpok 
jabatan tinggi pratarna pada instansi 
Pernerintah Kabupaten Wakatobi. 

13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan publik serta 
ad.ministrasi pemerintahan dan pembangunan 
rneliputi jabatan administrator, jabatan 
pengawas dan jabatan pelaksana. 

14. Jabatan Administrator adalah sekelornpok 
jabatan pada unit kerja PD Kabupaten 
Wakatobi yang bertanggung jawab memimpin 
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan 
publik serta adrninistrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 

15. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan 
pada unit kerja PD Kabupaten Wakatobi yang 
bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan 
kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 
pelaksana. 

16. Jabatan Pelaksana adalah sekelornpok jabatan 
pada unit kerja PD Kabupaten Wakatobi yang 
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o. syarat jabatan; 
p. prestasi kerja yang diharapkan; dan 
q. kelas jabatan. 

(3) Analisis Behan Kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) memuat informasi ten tang: 

a. uraian tugas; 
b. basil kerja; 
c. jumlah hasil; 
d. waktu penyelesaian; 

a. nama jabatan; 
b. kode jabatan; 
c. unit kerja; 
d. ikhtisar jabatan; 
e. kualifikasi jabatan; 
f. tugas pokok; 
g. basil kerja; 
h. bahan kerja; 
1. perangkat kerja; 
J. tanggung jawab; 
k. wewenang; 
1. korelasi jabatan; 
m. kondisi lingkungan kerja; 
n. risiko bahaya; 

Pasal 7 
(1) Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja 

dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, 
jabatan administrasi dan jabatan fungsional 
pada Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana. 

(2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan 
meliputi: 

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah 
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 
pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. 

17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 
dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu. 
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UPATEN WAKATOBI TAHUN 2022 NOMOR 2.-') BERITA DAERAH 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal 1;).. ... ~ - 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal l-;2. .. ~ - 2022 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

e. waktu efektif; dan 

f. kebutuhan pegawai. 

(4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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